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BAB I
TINJAUAN UMUM TENTANG KUMULASI GUGATAN
A. Pengertian Kumulasi Gugatan

Secara istilah, kumulasi adalah penyatuan; timbudan akumulasi
adalah pengumpulan; penimbunan; penghimpdrumulasi gugatan atau
samenvoeging van vorderingerupakan penggabungan beberapa tuntutan
hukum ke dalam satu gugatarKumulasi gugat atasamenvoeging van
vordering adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukeirdalam
satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan adnergatu.
Penggabungan gugatan ini diatur dalam Undang-Unteng Tahun 1989
tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3if&0086, kumulasi
gugatan yang dimaksud disini adalah kumulasi gugati dan gugat
pembagian harta bersama yang diajukan si istriggegat) terhadap suami
(tergugat).

Sebagaimana yang telah diuraikan tadi bahwa aktemaulasi dengan
akumulasi memiliki arti yang berbeda, kalau kumulais penggabungan,
sedangkan akumulasi berarti pengumpulan, tetapg ysaming digunakan
adalah kumulasi.

Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang adardalIR, R.Bg.
maupun Ry, tidak mengatur tentang kumulasi gugataty-satunya yang

mengatur komulasi gugatan adalah Undang-Undang N@miahun 1989

! Departemen Pendidikan Dan Kebudayaéamus Besar Bahasa Indonesiakarta:
Balai Pustaka, 1988, him. 199

2 M. Yahya HarahapHukum Acara Perdatalakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 102

¥ UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. Ruiial989 tentang Peradilan
Agama Pasal 86
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tentang Pengadilan Agama, bahkan pasal 86 dalaangrghdang ini sudah
tidak asing lagi bagi para hakim khususnya hakim #Auk menyelesaikan
masalah kumulasi gugatan di Pengadilan Agama.

Di dalam dunia perceraian, penggugat tentu tidaknalernah
melepaskan pembagian harta bersama dengan bggitagalagi penggugat
tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dataenyokong kehidupan
rumah tangga sehingga tuntutan harta bersama agm@jaain hal yang sangat
penting.

Menurut pasal 86 Undang-Undang No. 3 tahun 200&angn
Pengadilan Agama, tertuliggigatan soal penguasaan anak, nafkah anak,
nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan seacdrersama-sama
dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusakekuatan hukum
tetap.” disini terdapat kalimat "dapat diajukan secara &messama”, hal
ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menolaknklasi gugatan,
karena kata-kata “dapat” disini bermakna tidak satikumulasikan, maka
hakim dapat menolak untuk penggabungan gugatan.

B. Macam-Macam Kumulasi Gugatan
Selama ini pengggabungan gugatan cerai dengan agudadrta
bersama di Pengadilan Agama sah saja dilakukaen&detentuan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 mengatur demikian, makaanedy apabila
putusan cerai dan pembagian harta bersama dapsaiseérsamaan.
Abdul Manan memberikan contoh perbarengan ataulksok dengan

pengajuan permohonan wali adhal sekaligus dibasnglengan dispensasi
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kawin dan izin kawin. Jika izin kawin dikabulkanaka permohonan wali

adhal dan dispensasi kawin dengan sendirinya dikabu

Kumulasi terdiri dari dua macam, yaifu:

1. Kumulasi subyektif ialah penggabungan gugatan yhrdplamnya terdiri
dari beberapa orang penggugat atau beberapa osagggat. Undang-
undang tidak melarang penggugat mengajukan gugathadap beberapa
orang tergugat, terhadap kumulasi subyektif irgugat dapat mengajukan
keberatannya, yaitu tidak menghendaki kumulasi skiify’ Dalam pasal
127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pataihdav. dan BW
terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulé&geldii, di mana
penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap bebtrejugat. Atas
gugatan kumulasi subjektif ini tergugat dapat mangm keberatan agar
diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya tryustergugat
menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalanmgatan yang
bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginagugat untuk
mengikut sertakan pihak lain ini dituangkan daldesepsi “masih adanya
pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yangkdyentingan”.
Tangkisan semacam ini disebeixteptio pluriumitis consurtium’?®

2. Kumulasi obyektif ialah jika penggugat mengajukagbdrapa gugatan

kepada seorang tergugat, namun agar penggabuniyatasamemenuhi

“Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agaviugyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005, Cet. ke-6, him. 44

*Sudikno Mertokusumdiukum Acara Perdata Indones¥gyakarta: Liberty, 1998,
Cet. ke-5, him. 57

®Ibid. him. 42
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syarat, maka harus terdapat hubugan’eB8gbagai contoh gugatan yang
tidak mensyaratkan adanya koneksitas misalnya, A Rlanenggugat C
dan D tentang warisan. Bersamaan itu pula diajgkagat utang piutang
oleh A dan B kepada C dan D. Dalam perkara iniktidda koneksitas
antara perkara warisan dengan perkara utang piutéagg terpenting
dalam perkara tersebut adalah para penggugat dartgggugat orangnya
sama dengan tidak disyaratkan adanya hubungan haktsna gugatan-
gugatan yang digabung. Terhadap kasus ini apaiaijlakdn kepada hakim
yang mensyaratkan adanya koneksitas, maka gugtdag piutang akan
dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak adbuhgan erat antara
warisan dengan utang piutang. Adapun contoh kaang ynensyaratkan
adanya koneksitas misalnya gugatan perkara peamced®ngan gugatan
nafkah, gugatan pembatalan suatu perjanjian dergagatan ganti
kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum dengatn lggrugian dan
lain-lain. Di lingkungan peradilan agama dikenahmygh kumulasi gugat
antara perceraian dengan penguasaan anak, nafikhrefikah isteri dan
harta bersama.
Satu hal lagi kumulasi yang ditambahkan Mukti Aidtah apa yang
dinamakanintervensj yaitu ikut sertanya pihak ke tiga dalam suatuseso
perkara. Intervensi ini dibagi menjadi 3 (tiga) m@ac yaitu : voeging,

vrijwaring, tussenkontt.

M. Yahya Harahagpc.cit., him. 107
8Mukti Arto, op. cit.,him. 44



17

a. Voeging ialah masuknya pihak ketiga atas kehendaksgndiri
untuk membantu salah satu pihak menghadapi pilvednladalam
hal ini ia menjadi pihak penggugat atau tergugat.

b. Vrijwaring, ialah pihak ketiga yang ditarik olehrgeigat dengan
maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.

c. Tussenkomt adalah masuknya pihak ketiga dalam peises
perkara yang sedang berjalan untuk membela kepamitya
sendiri, sehingga ia menjadi lawan bagi pihak paggg maupun
tergugat.

Yang menjadi perbedaan antara voeging, vrijwariag thssenkomt
terdapat pada sifat keikutsertaan pihak ketigag fdeging, pihak ketiga
diajak pihak penggugat untuk membela kepentingarggegat, sedangkan
vrijwaring, pihak ketiga diajak tergugat dan untuksenkomt pihak ketiga
ingin membela kepentingannya sendiri, tanpa pemgdeui siapapun baik
penggugat maupun tergugat.

Mengenai macam kumulasi gugatan ini, kebanyakaa ghli hukum
membagi bentuk kumulasi dalam dua jenis yaitu kasiusubjektif dan
kumulasi objektif, namun Abdul Manan menambah smntuk lagi yang
disebut dengan “perbarengamdacursus, samenloop, coincide)ice

Campur tangan dalam bentukijwaring ada dua macam, vyaitu
vrijwaring formil dan vrijwaring sederhana.Vrijwaring formil vyaitu

penjaminan seseorang kepada orang lain untuk matilsnatu hak atau

°Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadiAgama
Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, him. 42
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terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan. Misakg@ang penjual wajib
menjamin pembeli terhadap gangguan pihak ketigamamgung boleh
menggantikan kedudukan tertanggung dalam suatuajerkepanjang
dikendaki oleh para pihak asal, dan tertanggun@tdageminta dibebaskan
dari sengketa apabila disetujui oleh penggugat

Vrijwaring sederhana adalah penjaminan atau penanggungan oleh
seorang atas tagihan hutang debitur kepada kreditpabila diajukan
gugatan oleh kreditur kepada debitur, maka penangdnorg) dapat ditarik
sebagai pihak baik oleh penggugat maupun oleh gatgiMisalnya, A
(kreditur) menggugat B (debitur) atas pembayarangrya C (pihak ketiga)
sebagai penanggung dapat ditarik dalam perkaraaiki atas permintaan A
(penggugat) atau atas permintaan B (tergugat).

C. Syarat Formil Kumulasi Gugatan

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa untuk mengajuk
kumulasi objektif tidak disyaratkan tuntutan itutmada hubungannya yang
erat satu sama ldihdan apabila kumulasi gugatan dalam perkara yalad ti
ada hubungannya satu sama lainnya maka tidak ddgatarkan dan Retno
Waulan Sutantio menyatakan, kumulasi gugatan tidakiddalam H.I.R

Dalam hal tentang syarat koneksitas, ada perbepeadapat tetapi
terhadap dua hal di bawah ini mereka sepakat meafjkan kebolehan
komulasi gugat:

a. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada acara yabgdna.

%Sudikno Mertokusumapp. cit.,him.42
YRetnowulan Sutantiddukum Acara Perdata Dalam Teori dan PraktBandung:
Mandar Maju, 1989, him. 55
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Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukunraagang
berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat dig&abongmisalnya
dalam perkara pembatalan merk tidak bisa digabuwggah perkara
perbuatan melawan hukum karena perkara pembatakk tanduk
kepada hukum acara yang diatur dalam undang-unuank yang tidak
mengenal upaya banding, sementara perkara perbuaiamwan hukum
tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upagéing.
Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yemhgda, maka
antara keduanya tidak boleh dilakukan kumulasi.

b. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada kompetdrsold yang
berbeda

Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan
kewenangan absolut satu badan peradilan, sehinglgk tboleh
digabungkan antara beberapa gugatan yang menjagnla@gan absolut
badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketaikawdagi orang-
orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangadifan agama
tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatdawae hukum
yang menjadi kewenangan peradilan umum.

Pada umumnya tiap gugatan harus berdiri setfdifienggabungan
gugatan diperkenankan dalam batas-batas tertetuhdd tersebut sudah
memenuhi syarat formil yang telah ditentukan.

Beberapa gugatan dapat dikumulasikan bila memagatgn itu :

Ybid.
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1. mempunyai hubungan yang erat.

2. terdapat hubungan hukum.

Permasalahannya kenapa pada perkara perceraiamndgugatan
harta bersama itu tidak dapat dikumulasikan atgaldingkan, padahal di
dalam undang-undang menyatakan boleh digabung, miemakim yang
memeriksa dan memutus perkara itu, bahwa penolakamulasi gugatan
dengan tujuan agar memudahkan pemeriksaan perkara.

Perlu diperhatikan bagi hakim adanya trik-trik pgugat yang nakal
dengan memanfaatkan komulasi gugat terhadap peykaigtunduk kepada
kompetensi absolut yang berbeda. Misalnya, sesgoyamg telah kalah
berperkara dalam kewarisan di Pengadilan Agama patkisannya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap atau sedang dalayaupikum banding
atau kasasi, ia mengajukan gugatan ke PengadilaerNdi bawah titel
gugatan perbuatan melawan hukum yang dikumulasi#feangan gugat
kewarisan. Maksud diajukannya gugatan tersebuk tigia untuk mengelak
dari kekalahannya atau untuk mengulur-ulur wakiar agksekusi tidak dapat
segera dijalankan terutama jika gugatan itu disdelagan penyitaan.

Selama ini penggabungan gugatan cerai dengan guigatta bersama
sah-sah saja dilakukan, karena ketentuan undargagndengatur demikian,
maka tidak heran kalau putusan cerai dan pembdwaia bersama dapat
selesai secara bersamaan.

Tidak disebutkan adanya pasal dalam undang-undamjany

peradilan agama yang mengatur persyaratan kungugsitan obyektif harus



21

memiliki hubungan antara satu tuntutan dengan tantyang lain. Pada
umumnya untuk mengajukan kumulasi objektif tidalsydratkan bahwa
tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang atali mempunyai
koneksitas antara tuntutan yang satu dengan tunyatag lain, namun dalam
prakteknya, biasanya tuntutan-tuntutan yang diggbtunada koneksitas, hal
itu sama juga yang dikemukakan oleh Sudikno Medakwo dan Hensyah
Syahlani yang juga menyatakan demikian, bila dilisacara langsung,
keberadaan syarat keterkaitan tuntutan tidak ada.
D. Tujuan Kumulasi Gugatan

Tujuan  diterapkannya  kumulasi gugatan adalah  untuk
menyederhanakan proses pemeriksaan di persidargammenghindarkan
putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaaespini menurut Yahya
Harahap tidak lain bertujuan untuk mewujudkan piéaad/ang sederharfa.

Pendapat senada dikemukakan Abdul Manan yang neaabahwa
dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradi@rhana, cepat dan
biaya ringan dapat terlaksdfia Melalui penggabungan gugatan, maka
beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus danedakan secara sekaligus
sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanyaadnéglpih ringan, tidak
banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapaginndari putusan
yang saling bertentangan. Lain halnya jika masiaging perkara diajukan
secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya uierl@ma sehingga

memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih dardan yang lebih

3M.Yahya Harahapop. cit., him.104
“Abdul Mananop.cit, him. 42
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dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertergankarena hakim yang
mengadili tidak sama. Bisa jadi terhadap satu tayeing menjadi objek
sengketa oleh hakim A dinyatakan milik B, sedarghdiakim C dinyatakan
milik D. Putusan demikian tidak akan terjadi apaliputus oleh satu majelis
hakim melalui kumulasi gugat.

Adapun tujuan dari penggabungan gugatan addah :

1. Demi tercapainya azas peradilan yang cepat, satedan biaya ringan.

Dengan adanya azas ini, keuntungan yang diperaehpenggugat,
adalah lebih menghemat biaya dan waktu, karenatgdanya memerlukan
sekali putusan saja, sebagai contoh, gugatan pexpgge atau penguasaan
tanah yang dilakukan 20 orang dengan sistem penggab tercipta
pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhapat, @dan biaya murah
dengan cara menggabungkan gugatan dengan jalargatemggkan gugatan
dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam gagatan dan
diperiksa dalam satu proses yang sama.

2. Menghindari putusan yang saling bertentan§an.

Apabila dari tuntutan-tuntutan yang diajukan olenggugat adalah
sama, terhadap beberapa tergugat, maka yang tedadi lahir beberapa
putusan terhadap beberapa tergugat tersebut, ¢gadjad adanya azas yang
kedua ini, bila terjadi hal demikian maka lebih kbaiila gugatan itu
digabungkan saja.

Mengenai kumulasi gugatan cerai dengan harta barsatam hukum
acara di peradilan agama, bila ditinjau dari hukistam, hal tersebut

dikembalikan kepadametode penemuan hukum “analobgitjiyas yaitu

dianalogikan kepada kebolehan hakim memutus seegvesah terhadap gugat

3 yahya M. Harahamp cit, him. 104
6 R. SoepomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negelakarta: Pradnya Paramita,
2005, him. 29.
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rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 123 b (8yaHIR/158 ayat (3)
R.Bg. karena adanya kesamaan illat yaitu “sama-sameaupakan bentuk

penggabungan gugatan”.



